| PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

| PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN

< PEGAWAI NEGERI SIPIL
~ DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN %ré'sé}im REPUBLIK INDONESIA,

Menimb‘ari.g : bahw'a..';.';htuk méiakéé'nékan ketentuan 'Pasai-'SA ayat (3) Peraturan

Mangingat

Pemerintah ‘Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan
FPemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana, petrlu menetapkan Peraturan
Kepala  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia tentang
Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Penyidik Pegawai Negeri
Sipil; N S B SR ¢

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 78, Tambahan Lembaran ‘Negara Republik Indonesia
Nomor 3209); :

C 2. Undang-Undang Nomeor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia {Lembaran Negara Republiik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan L.embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor €0, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5145);

5. Peraturan .....
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5. Peraturan Kepalé "Képoiisian Negara Republik Endonesié'_-s-:"-
Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Komponen Pendidikan .
Untuk Pendidikan Pembentukan dan Pendidikan -

-~ Pengembangan di Lingkungan Lembaga Pendidikan dan -

Pelatihan Kepolisian Negara Republik indonesia;

6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik  Indonesia -
Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Bagi -
Penyidik Pegawai Negeri Sipil; ' _

7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2010 {entang Koordinasi, Pengawasan dan
Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK

INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN
LATIHAN PENYIDIK PEGAWA!L NEGERI SIPIL.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri
adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan
ketertiban masyarakat, menegakkan  hukum, serta memberikan
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam
rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh
undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai undang-
undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam
pelaksanaan fugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan
Penyidik Polri.

Lembaga FPendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang
selanjutnya disingkat Lemdikpo! adalah unsur pendukung sebagai pelaksana
pendidikan pembentukan dan pengembangan pada tingkat Mabes Polri yang
berada di bawah Kapolri.

4. Pusat ...




..;._g-f{.Pusat Pendldikan Reserse Krlmmat Polri - yang seian]utnya dismgkat S
- wPusdikreskrim . Polri adalah.-unsur pelaksana .yang -berada :di. bawah
‘:Lemdlkpol yang bertugas menyelenggarakan pengembangan teknls Teserse
~kriminal. ' _ . : '

3.'_"._-:_"Sekolah Pol|5| Negara yang. se|anjutnya dismgkat SPN adafah unsur-"-- '-
- pendukung - - yang berada .di . bawah - .Kapolda, . yang  bertugas :

]menyelenggarakan pendidikan. pembentukan Brigadir serta pendidikan dan-

10.

11.

12.

13.

14.

_e 'palatahan Iamya sesuat Rencana Kerja a’tau Keb;jakan Kapolda danlatau
b KapoEr; : _ e _

g :-'_-‘:-'Pembmaan teknis penyld;kan adalah proses kegiatan yang dilakukan secara '
o berhasil guna ‘dan’ berdaya guna “untuk - menmgkatkan kemampuan PPNS
" di bidang teknis dan taktis penyidikan. -

Pendidikan dan Pelatihan PPNS yang seianjutnya disingkat Diklat PPNS
adalah usaha secara terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan
proses pembelajaran, pelatihan dan pengasuhan guna membentuk dan
mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan calon PPNS
menjadi PPNS.

Peserta dldtk adalah pegawai negeri  sipil pada kementerian/lembaga
di lingkungan pemerintahan yang memenuhi persyaratan untuk diangkat
menjadi PPNS.

Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab
yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh
masyarakat dalam melaksanakan fugas dan pekerjaan tertentu.

Tenaga pendidik yang selanjutnya disingkat Gadik adalah tenaga
kependidikan yang berkualitas sebagai guru, konselor, widyaiswara, tutor,
instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya,
serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan dan latihan.

Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk menyampaikan
suatu pesan/pengetahuan dari tenaga pendidik kepada peserta didik,
sehingga menghasilkan proses belajar yang berdaya guna dan berhasil
guna.

Jenis pendidikan dan pelatihan adalah kelompok satuan pendidikan dan
latihan yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan dan pelatihan.

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan,
kompetensi, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai
pedoman untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dan pelatihan
guna mencapai tujuan,

Bahan Ajar yang selanjutnya disingkat Hanjar adalah materi pelajaran yang
disusun berdasarkan kurikulum sesuai jenis dan jenjang pendidikan sebagal
bahan gadik untuk mempersiapkan diri dalam proses belajar mengajar yang
diselenggarakan.

15. Evaluasi .....
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832

_.-'Evéluééi 'Pehdidikan adalah proé.es kegiatan, penjaminan, dan penetapa"ﬁ -
- mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jaiur, -
~jenjang, dan jenis pendidikan. " - ' ' :

16

Alat instruksi yang selanjutnya disingkat Alins adalah alat atau benda yang
digunakan dalam proses pembelajaran agar peserta didik - lebih mudah
--dalam menerima dan memahami materi Hanjar. '

17 : ':' ;_Alé_;t. penolbhg instruksi yang seianju'tnya disihgkat Alongins adalah alat atau

benda yang digunakan membantu atau menolong penggunaan Alins,

. Keadaan Tertentu adalah situasi yang mendesak untuk melaksanakan

pendidikan : dan - latihan PPNS dengan petimbangan kebutuhan daerah,
efisiensi dan efektivitas, anggaran tersedia seria kesiapan 10 {sepuluh)

o kom_pone_n pendidikan.

Pasal 2

Tujuan dari peraturan ini, yaitu:

a.

sebagai pedoman bagi penyelenggara Diklat dalam merencanakan,
mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan Diklat
PPNS; dan

terselenggaranya program Diklat PPNS sesuai rencana vang telah
ditetapkan.

Pasal 3

P'enyefengaraan Diklat PPNS, dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

a.

legalitas, yakni Diklat PPNS diselenggarakan oleh Polri berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

kebersamaan, yaitu Diklat PPNS yang diselenggarakan oleh Polri berkerja
sama dan koordinasi dengan kementerianflembaga terkait;

akuntabilitas, yaitu proses penyelenggaraan Diklat PPNS dapat
dipertanggungjawabkan sesuai tujuan pendidikan;

transparansi, yaitu penyelenggaraan Diklat PPNS dilaksanakan dengan
memperhatikan asas keterbukaan dan bersifat informatif bagi pihak-pihak
terkait; dan

efektif dan efisien, yaitu penyelenggaraan Diklat PPNS dilaksanakan secara
terencana, tepat waktu dan tepat sasaran.

BAB ...




 BagianKesatu

Jeni Pendidikan dan latihan

(1) Jenis Diklat PPNS terdii atas
0 a pembentukanPPNS; oo 0L i
- pembentukan PPNS penegak peraturan daerah, tindak pidana ringan
“. o danpelanggaran; dan o s T

e mana;emenPPNS L

T (2) - i Jenis - Diklat ~PPNS - sebagaimana :dimaksud: . pada. ayat - (1) huruf a‘
ERRTR, dilaksanakan ..untuk . membentuk. - PPNS: penegak undang-undang yang
- menjadi - dasar - hukum . wewenangnya ~dengan ‘menggunakan acara
- pemeriksaan biasa dalam hukum acara pidana.

(3) ~ Jenis Diklat PPNS penegak peraturan daerah, tindak pidana ringan dan
~pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan
-untuk PPNS penegak peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar
~hukum wewenangnya dengan menggunakan acara pemeriksaan singkat

dan cepat sesuai dengan hukum acara pidana. 7

4)  Jenis Diklat hﬁéhajemen PPNS se'bagéimané dimaksud pada ayat (1) huruf
untuk atasan PPNS, A0 e _ _

' :Bagian Kedua -
Pola Pendidikan dan Latihan

Pasal 5
{1} Péndidikan da.n latihan PPNS dilakukan dengan pola:
a. 400 (empat ratus) jam pelajaran atau 60 (enam puluh} hari;

b. 300 (tiga ratus) jam pelajaran atau 45 (empat puluh lima) hari; dan
C. 200 {dua ratus) jam pelajaran atau 30 (tiga puluh) hari,
{2)  Diklat dengan pola 400 (empat ratus) jam pelajaran atau 60 (enam puluh)

nari, dilaksanakan untuk Dikiat pembentukan PPNS penegak undang-
undang yang menjadi dasar hukumnya dengan hukum acara biasa.

(3) Diklat ...




(1)

(2)
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Diklat dengan pola 300 (iiga ratusj jam pelajaran atau 45 (empat puluh lima) ' '_
hari, dilaksanakan untuk Diklat pembentukan PPNS penegak peraturan
daerah, tindak pidana ringan, dan pelanggaran dengan hukum acara singkat

atau cepat.

Diklat dengan pola 200 {(dua ratus) jam pelajaran atau 30 (tiga puluh) hari
" dilaksanakan untuk Dikiat manajemen PPNS. S

Pasal ¢

 Diklat pembentukan PPNS beriujuan uniuk menghasilkan penyidik PPNS
yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam penyidikan tindak

pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi
dasar hukumnya.

Diklat manajemen PPNS bertujuan untuk menghasilkan manajer PPNS yang

- mampu merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan dan mengendalikan

proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS yang berada di bawah
tanggung jawabnya.

Bagian Ketiga
Standar Kompetensi

Pasal 7

Standar kompetensi lulusan Diklat pembenfukan PPNS meliputi:

a.

memiliki sikap mental dan kepribadian yang sesuai dengan kode etik PPNS
sebagai aparat penhegak hukum;

memahami dan mampu menerapkan tata cara dan proses penyelidikan dan
penyidikan tindak pidana di bidang tugasnya;

memahami dan mampu menerapkan teknis dan taktik penyelidikan dan
penyidikan;

memahami dan mampu menerapkan peraturan perundang-undangan yang
menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan proses penyidikan tindak
pidana/pelanggaran sesuai bidang tugasnya;

memahami dan mampu melaksanakan hubungan tata cara kerja {HTCK)
PPNS dengan pengemban fungsi Korwas PPNS, serta koordinasi secara
internal dan eksternal:

memahami manajemen penyidikan oleh PPNS;

memiliki ketahanan fisik/lkesamaptaan yang mendukung penyidikan tindak
pidana di bidang tugasnya; dan

mampu menunjukkan keberanian dan percaya diri dalam melaksanakan
tugas sebagai PPNS.




-Standar kompetensa lu!usan leiat manaj _man PPNS meilputl .

'-Zrnemnlki sikap mentat dan kepnbadlan yang sesual dengan kode etsk PPNS . _'
:_:sebaga: apafat penegak hukum _'j SR RN o

memiliki kemampuan menyusun rencana penyeildlkan dan peny1dtkan
L .terhadap perkara yang d:tangam : -

: ;','mampu mengorganlsass sumber daya peny;dtkan

i memahama pengetahuan tentang tekms dan taktik penyehdlkan dan._'_ '

penytdlkan

memiliki kemampuan manajerial daiam mengendalikan proses penyidikan
oleh para anggota PPNS di imgk_ungar_\_ _;nstansmya,

memahami pengetahuan 'ten_tang hukum dan  peraturan perundang-
undangan yang berlaku di lingkungan instansinya;

memahami pengetahuan yang mendukung pelaksanéan tugas penyidikan;
dan

memiliki kemampuan untuk berko_ord_in_asi dengan instansi terkait.
BABHI
KOMPONEN PENDIDIKAN DAN LATIHAN

Bagian Kesatu
Kurikulum

Pasal 9

Kurikulum disusun berdasarkan kompetensi dan ditetapkan sesuai jenis
Diklat.

Kurikulum Diklat PPNS dilaksanakan pengkajian dan dievaluasi secara
berkala oleh penyelenggara Dikiat PPNS.

Kurikulum disusun oleh Lemdikpol bersama-sama dengan pembina fungsi,
dan disahkan oleh Kalemdikpol.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Kalemdikpol.

Bagian ...
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(2)
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Bagian Kedua
Hanjar

Pasal 10

Hanjar PPNS disusun berdasarkan kurikulum Diklat guna mencapai standar -
kompetensi kelulusan.

Materi Hanjar disesuaikan dengan jenis, pola dan peserta Diklai PPNS.

Materi hanjar disusun oleh Lemdikpol bersama-sama dengan pembina
fungsi, dan disahkan oleh kalemdikpol.

Bagian Ketiga
Peserta Didik

Pasal 11

Peseria untuk setiap jenis Diklat PPNS berjumiah paling sedikit 25 (dua
puluh fima) peserta,

Persyaratan peserta yang dapat mengikuti Diklat PPNS sebagai berikut;

a. diusulkkan oleh Menteri Hukum dan HAM dan/atau pimpinan
kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang
membawahi PNS yang bersangkutan kepada Kapolri ¢.q kabaresksim
Polri;

b. masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun;
berpangkat paling rendah Penata Muda/Golongan Hi/a;

berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang
setara;

. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;

sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan
dokier rumah sakit pemeriniah;

g. berusia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun untuk peserta Dikiat
pola 400 (empat ratus) dan pola 300 (tiga ratus) jam pelajaran, dan
berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun untuk peserta Diklat pola
200 (dua ratus) jam pelajaran; darn

h. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian
Pelaksanaan Pekerjaan PNS paling sedikit bernitai baik dalam 2 (dua)
tahun terakhir.

(3) Calon....




e ) ;."_Daiam nal ca!on peserta d|d|

-'..";';_';('3)"::'.5'-_L,alon péé'é'r%é d;dnk melaksanakan pemenksaan késeha’_téh'."' 'olé'h'ff'
R ___-:_'_.penyelenggara pendidlkan sebelum pendtdskan damulat S o

tldak memeﬂuhl persyaratan Sceseha’fan yang

=otelah dltetapkan “tidak: d:perboFehkan untuk menglkuti pendfd:kan dan.- i

3 ':":'-.dlkembahkan kepada mstans: asal.

RN __'Peserta didlk wapb RERREEE Bl

RSN _“memegang teguh kode e‘uk profess masmg masmg

| 'mengikutl seluruh pa'oses belajar mengajar '

‘menaati tata tertlb_yang_bg_r_laku di Iembaga pendidikan;
meminta izin teriulis .a;.jéb:_il_a:_hﬁfe'niﬁggalkan leiﬁbaga pendidikan;
menjaga soliditas sesama ;:.J_'es'.érta didik;

~o a0 on

mengikuti  kegiatan lain “yang telah ditentukan oleh lembaga
pendidikan; dan

g. tinggal di lembaga pendidikan selama mengikuti pendidikan.

(2)  Peserta didik dilarang:

a. meninggalkan kegzatan proses belajar mengajar tanpa iZin;

b melakukan perbuatan tercela;

C. membawa senjata api atau sen;ata tajam dan barang berbahaya
lainnya; .

d. membawa atau  memindahkan peralatan/perlengkapan  yang
merupakan fasiltas dinas:

e. mengaktifkan handphone pada saat kegiatan belajar berlangsung;
dan

i menerima tamu pada jam-jam peiajaran.

Pasal 13

Setiap peserta didik memiliki hak yang sama untuk:

a. memperoleh pendidikan/pelatihan yang bermuty:

b. memperoleh perlindungan hukum;

¢.  memperoleh akomodasi, makan, minum, dan pelayanan kesehatan;

d. mengetahui kurikulum dan mekanisme proses belajar mengajar; dan

8, mempercleh hari fibur dan pesiar sesuai dengan waktu yang ditentukan.




1)

2
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(©)
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Pasa!'ié -

Peserta didik dapat diberhentikan atau dikeluarkan dari pendidikan apabila:

a. - lidak mampu meneruskan pendidikan;
b. melakukan tindak pidana atau pelanggaran tertentu; dan
C. tidak mengikuti pelajaran secara aktif di dalam atau di luar kelas lebih

dari 5 {lima) % secara berturut-turut, atau 12 (dua belas) % secara
terputus (kumulatif).

Pemberhentian peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Sementara Kapusdik/Ka SPN dan selanjutnya
disahkan oleh Kalemdikpol.

Bagian Keempat
Gadik

Pasal 15

Gadik berasal dari:

Pusdikreskrim Polri;

Lemdik yang ditunjuk;

Kementerian Hukum dan HAM;

Badan Diklat/Pusdiklat instansi PPNS;

Kejaksaan Agung;

kementerian atau lembaga yang membawahi PPNS;
perguruan tinggi yang diperiukan; dan

pengemban fungsi terkait.

T@ e ap o

Penunjukan Gadik disesuaikan dengan kebutuhan dalam proses
pembelajaran pada jenis Diklat masing-masing.

Penunjukan Gadik atas pertimbangan penyelenggara dikiat sesuai dengan
jenis materi pelajaran dan kompetensi Gadik.

Gadik mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan yang
berlaku.

Gadik ditunjuk dengan Surat Perintah Kapusdikreskrim apabila pelaksanaan
Diklat di Pusdikreskrim.

Gadik ditunjuk dengan Surat Perintah Ka SPN apabila pelaksanaan Diklat di
SPN.




o membuat Sliabus
__"-_'-membuat Hanjar; S
5 --"membuat__pg;rs:apan mengajar TR

a

b
d melaksanakan proses pembelajaran
.

f

_*.mengevatuaa proses pembelajaran dan _
L -melakukan pemlalan hasﬁ peiajaran peserta d;dzk

| _(2)_:-:.- _"Tugas Gad:k sebagalmana d:maksud pada ayat (1) huruf a sampaa huraf e,
Do -_dlserahkan kepada Kepaia Bagtan Gadlk (Kabaggad:k) E

Pasa§ 17 R
Gadlkwajlb i .
a. menczptakan suasana pendldakan yang dia!ogls kreatif, dinamis, dan
bermakna; SRR RRE S
b. mempunyai komitmen yang tinggi untuk meningkatkan mutu pendidikan;

memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan
kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan; dan

d -mengevaluasi .dan .-mengémbangkan metode pembelajaran dan bahan
‘ajaran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pasal 18
Gadik berhak:
a. memperoleh honorarium yang memadai;
b penghargaan sesuai dengan fugas dan prestasi kerja;
C. pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
d mendapatkan kesempatan untuk menggunakan sarana dan prasarana

fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
Pasal 19

Gadik sekurang-kurangnya memiliki persyaratan:
kualifikasi akademik;

keahlian khusus/seriifikasi pendidikan;
kompetensi paedagogik;

kompetensi kepribadian;

kompetensi sosial; dan

kompetensi profesional.

=0 00T
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(2)
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Bagian Keliima
Tenaga Kependidikan

Pasal 20

-Tenaga kependidikan merupakan unsur penyelenggara pendidikan yang

bertugas melaksanakan pengasuhan  dan penilaian, administrasi,
pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk
menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan:

‘Tenaga kependidikan wajib:

a. mendukung terciptanya suasana pendidikan yang dialogis, kreatif,
dinamis, dan bermakna;

b. mendukung keberhasilan penyelenggaraan pendidikan; dan

C. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga.

Bagian Keenam
Metode

Pasal 21

Metode pembelajaran  merupakan cara yang digunakan untuk
menyampaikan materi bahan ajaran/pengetahuan dari Gadik kepada peserta
didik.

Jenis metode pembelajaran meliputi:

pemecahan masalah;
tatihan atau driif;

a. ceramah;

b. tanya jawab;
C. diskusi;

d. penugasan;
e. peragaan;

f.

g.

h.

sosiodrama atau rule playing, dan

studi kasus.

Metode pembelajaran yang diterapkan harus mampu.
a. membangkitkan/membangun motivasi belajar peserta didik;

b. menjadikan penyampaian materi pembelajaran secara efektif;

G. menjadikan .....




o menjadikan peserta didik mengetahui, memahami, menguasal, dan -
- Gapatmengaplikasikan materi pembelajaran yang disampaikan;

- materi pembelajaran yang disampaikan;

d - 'méhja"d'iké._'n ‘peserta '_d_ild_i_l'{_-:fdalpé_t_-_menérinia_, merespons dan menilai -

‘3 _. “menjadikan peseria d;dlkdapatmemm dan meh'gihite'_r':ri_é_lis;aé.i materi. -

. pembelgjaran yang di_s_’@mp_a’ﬁ_kan;_’_dgn Gl

_ . L mengougeh partisipasi peserta didk.

'-Pér__iég'u'néé'ri_fnﬁé_ib'd"e’ dalam proses. p?’mE’é_ﬁéjéfar_}_"d_iée_sg'aikaq'_de__ng_an: |

“a. " kondisi dan suasana kelas, yaitu mengenai tingkat intelektual dan

(1)

@)

(2)

3)

- latar belakang peserta didik, usia dan pengalaman, lingkungan sosial
"-danbudaya; . NI B LR

b, jumlah peserta didik; dan_
e tujuan pembelajaran.,

(8)

Metode pembelajaran yang diterapkan sebagaimana d.imaksud pada ayat (2)
diawasi dan dievaluasi peiaksanaannyg oleh Kepaia Lemdik,
Bégian Ketujuh
Fasilitas Pendidikan
 Pasal 22

Fasilitas pendidikan berupa bangunan dan perlengkapan serta fasilitas
khusus penyidikan yang tersedia di Pusdikreskrim dan/atau lembaga
pendidikan Polri yang ditunjuk.

Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1), disesuaikan dengan
kebutuhan jenis dan pola Diklat.

Paszl 23

Diklat pembentukan PPNS dengan pola 400 (empat ratus) jam pelajaran
diselenggarakan di Pusdikreskrim.

Diklat pembentukan PPNS dengan pola 300 (tiga ratus) jam pelajaran
diselenggarakan di Pusdikreskrim dan dalam keadaan tertentu dapat
diselenggarakan di Sekolah Polisi Negara (SPN) yang ditetapkan oleh
Kalemdikpol.

Diklat manajemen PPNS dengan pola 200 (tiga ratus) jam pelajaran
disetenggarakan di Pusdikreskrim.

Bagian .....




M

(2)

(1)
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Bagian Kedelapan
Alins dan Alondins

_Pasal 24

Alins merupakan peralatan yang digunakan dalam pendidikan dan latthan

‘untuk:

a) memperoleh keterampilan iertentu;

p) menggambarkan dan memperagakan suatu proses atau konsep
. sehingga para peseria didik mendapatkan pengetahuan vang
dikehendaki, dan :

c) menciptakan suatu keadaan atau lingkungan yang dapat digunakan
peserta didik untuk melatih keterampilan dan meningkatkan
pengetahuan.

Alins dan Alongins untuk mendukung proses pembelajaran menggunakan
Alins dan Alongins yang ada di Pusdikreskrim dan/atau lembaga pendidikan
Polri yang ditunjuk,

Penggunaan Alins dan Alongins sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), disesuaikan dengan jenis Dikiat yang ada di tempat penyelenggara
pendidikan.

Bagian Kesembilan
Anggaran

Pasal 25
Anggaran penyelenggaraan Diklat PPNS berasal dari instansi PPNS peserta
didik.

Besaran anggaran untuk penyelenggaraan Diklat PPNS disesuaikan dengan
jenis dan pola pendidikan, serta ketentuan yang beriaku.

Bagian Kesepuluh
Evaluasi Pendidikan

Pasal 26

Tujuan evaluasi pendidikan untuk:

a. mengetahui status kecakapan belajar peserta didik dalam menyerap
materi yang diterima selama pendidikan;

b. menilai hasil belajar peserta didik sebagai akibat kegiatan belajar
dalam jangka waktu tertentu, yang meliputi perubahan aspek kognitif,
afektif dan psikomotorik;

c. membandingkan ...




(3)

- membandmgkan "ttng'két perkembangan peserta dldlk dalam'.- o
i penyeiesaian beban befa;ar yang d:tetapkan dan

: memantau proses kemajuan hasn beiajar untuk menjamm dan
e -mengawast terselenggaranya pendsdikan yang berkualltas

. iFungsn evaiuam pendld:kan mehputl L _

a. menentukan keberhas:lan belajar (kelu!usan) o
b_" : _"menentukan klas:ﬂkaw dan kuahtas peserta dldlk

.G, _ perbankan penyelenggaraan proses pend:dikan
d

alat bagi pendtdik peiatlh dan pengasuh untuk menmgkatkan muty
hasil didik; dan

menentukan kemampuan dan daya serap bahan ajar pada peserta
didik.

Sasaran evaluasi pendidikan meliputi:

a,
b.

akademik; dan
mental kepribadian.

BAB IV
TATA CARA PENYELENGGARAAN DIKLAT

Pasal 27

Tata cara penyelenggéraan Diklat PPNS sebagai berikut;

a.

Kabareskrim Polri u.p. Karokorwas PPNS setelah menerima calon
peseria didik dari Kementerian Mukum dan HAM dan/atau
kementerianflembaga, melakukan:

1. verifikasi dan seleksi administrasi calon peserta, guna
meneniukan memenuhi syarat atau tidaknya untuk mengikuti
Diklat PPNS;

2. rapat koordinasi bersama kementerian/lembaga yang akan
mengikutsertakan PNS dalam Diklat PPNS; dan

3. berkoordinasi dengan Kalemdikpo! dan Kapusdikreskrim atau

Kepala Sekolah Polisi Negara (Ka SPN) yang ditetapkan oleh
Kalemndikpol selaku pelaksana Dikiat;

Kalemdikpo! setelah menerima surat permohonan Diklat PPNS dari
Kabareskrim menerbitkan surat perintah kepada Kapusdikreskrim
atau Ka SPN yang ditunjuk untuk menyelenggarakan Diklat PPNS:

¢. Kalemdikpol .....
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coog o Kalemdikpol  memberikan o petunjuk dan arahan kepa.dé”ﬁ.:'

Kapusdikreskrim atau Ka SPN vyang ditunjuk tentang pelaksanaan .
Diklat PPNS;

d. Kapusdikreskrim atau Ka SPN vyang ditunjuk mempersiapkan,
merencanakan dan melaksanakan penyelenggaraan Diklat PPNS:
dan

e, dalam hal Kalemdikpol menunjuk SPN sebagai pelaksana Diklat

PPNS, terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kapolda setempai.

(2)‘ Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, meliputi:

a.  rencana penyelenggaraan Diklat;

b. penentuan jenis dan pola Diklat; dan

C. kesiapan penyelenggaraan Diklat.
Pasal 28

Dalam penyelenggaraan pendidikan, Kapusdikreskrim atau Ka SPN yang ditunjuk:
a. berwenang menentukan kelulusan peseria didik;

b. berwenang mengusulkan pemberhentian dan pengeluaran peserta didik dari
lembaga pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan kepada Kapolri
melatui Kalemdikpol;

berwenang menerbitkan surat tanda kelulusan Diklat PPNS;

d. melaporkan hasil pelaksanaan Diklat PPNS kepada Kalemdikpol dengan
tembusan Kabareskrim Poli dan kementerian/lembaga yang mengikut
sertakan Diklat PPNS,; dan

e. melaksanakan evaluasi pelaksanaan operasional Diklat PPNS.

Pasal 28

Kalemdikpol setelah menerima laporan hasil pelaksanaan pendidikan dari
Kapusdikreskrim atau Ka SPN yang ditunjuk, wajib segera meneruskan kepada
Kabareskrim Polri paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya
laporan, untuk diterbitkan surat rekomendasi pengangkatan menjadi PPNS kepada
Kementerian Hukum dan HAM.

Pasal 30

{1)  Kabareskrim Pold berwenang menerbitkan rekomendasi pengangkatan
PPNS kepada Kemenierian Hukum dan HAM,

(2) Rekomendasi wajib diterbitkan palfing lambat 30 (tiga puluh} hari kerja
terhitung sejak selesainya Diklat PPNS.
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BAB YV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

i Perattir;an Kapolri ini mulai berlaku pada fanggal ditetapkan.

Agar__'s"et'i_ap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan
. penempatannya dalam Berita  Negara Republik Indonesia,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2011

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.

Drs. TIMUR PRADOPO
JENDERAL POLISI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2011

MENTER! HUKUM DAN HAM
- REPUBL.IK INDONESIA,

O Ttd,

AMIR SYAMSUDDIN

- BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 916
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